NOTA KESEPAHAMAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : MOU/018/KB/DN/VIII/2022
NOMOR : 8 TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu
dua puluh dua (25-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini:
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II.

DWIKORITA KARNAWATI, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jl. Angkasa
I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas Kejaksaan Republik Indonesia yang
berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut :

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah non kementerian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
meteorologi, klimatologi, dan geofisika;



b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5878);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor
8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 33);



8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor
5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1370).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat
untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi
PARA PIHAK dalam memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi PARA PIHAK.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama PARA
PIHAK untuk memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi,;

b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan
hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;

c. pengamanan pembangunan strategis dan penelusuran aset;

d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

e. pemulihan aset;

f. pemberian dukungan dalam rangka penegakkan hukum; dan

g. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan turunan dari Nota
Kesepahaman ini.



(2)

(3)

(4)

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja
sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang
perlu.

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pertama kalinya akan dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK, atau berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 5
JANGEKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat
diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang Nota
Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut kepada
PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan Force Majeure
adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu PIHAK atau PARA
PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan
perjanjian ini, yaitu:



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), Kecelakaan kapal, kebakaran
besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan

b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan
keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan
sebagai Force Majeure.

Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14
(empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat
berakhimya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang
berwenang.

Kelalaian atau  keterlambatan dalam memenuhi kewajiban
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan
tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
Force Majeure.

Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena
terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 7
ADENDUM/AMENDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota
Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK dalam
bentuk Adendum/Amendemen.

Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam
bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720
Telp. :(021) 4246321



Fax. : (021) 6546339
Email : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Kejaksaan Republik Indonesia

J1. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120
Telp. :(021) 7385908

Email : kahlu@kejaksaan.go.id

(2) Segala perubahan alamat korespondensi yang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi
tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota
Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.




